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1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegaweian (Lembaran Negara RepubJik
IndonesiaTahun 1974Nomor55, TambahanLembaran
NegeraRepublikIndonesiaNomor 3041), sebagaimana
telah diubahdenganUndang-UndangNomor43 Tahun
1999tentangPerubahanAtas Undang-UndangNomor8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebaQaimana telah dlubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
PemerintahPengganti Undang-UndangNomor3 Tahun
2005 tentang PerubahenAtas Undeng-UndangNomor
32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Menjadi
Undang-Undang(LembaranNegar8Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaranNegar8
RepublikIndonesia Nomor4548);

a. bahwa dalam rangka membantu pelaksenaan tuges
pokokdan tungsipadesatuankerja perangketdaerah di
IIngkungan Pemerlntah Kabupaten Bandung Barat,
perlu pengaturanmengenaijabatanfungsional;

b. bahwe pengaturan mengenai jabatan tungsional
sebagaimana termaksud delem huruf a, perlu dlatur
dengan PeraturanBupeti.

BUPATJ BANOUNG BARAT,

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL 01 LlNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATJ BANOUNG BARAT
NOMOR : 16 'r'nhun 2/1"7

Mengingat

Menimbeng

BUPATIBANDUNGBARAT
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4. Undang-Und
Pembentukaang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Jawa Bar t n Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Tahun 200~ ~lembaran Nagara Republik Indonesia
Republik Ind o~or 14, Tambahan lembaran Nagara

onesla Nomor 3547)'
5. Peraturan p. '

Jabatan F em~nntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Negara R~ng~;~nal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Tambahan pu I Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Nomor 3547)~embaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pem . hF . ennta Nomor 97 Tahun 2000 tentang
orma~1 Pegawai Negeri Sipil (lembaran Nagara

Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan
Le~ba~an Negara Republik Indonesia N~mor 4015)
se ag~lmana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Forma.si Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia 4029);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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11. 6~rat~ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentsng
R ga",~aSI Perangkat Daerah (Lembaran Negars
L ep~b"k Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tsmbshsn
em aran Negara Republik Indonesia 4741):

12. Keputusan Presiden Republlk Indonesia Nomor 87
~ahun .1999 tentang Rumpun Jabatan Fungslonal
egawar Negerl Slpll:

13. Keputusan Menterl Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentsng
Pedoman Pembinaan Jenls Pendldlkan dan Pe/stihan
Jabat~n Fungsional di JaJaran Departemen Dalsm
Negerr dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah:

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2007
tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007
Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2007 Nomor2 Seri D);

16. Peraturan Bupat; Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007
tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007
Nomor 3 Seri D):

17. Peraturan Bupat; Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2007 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2007
tentang Satuan Polis; Pamong Praja Kabupaten
Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2007
tentang Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor
6 Seri D);

20. Peraturan Bupat; Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2007
tentang Unit Pelaksana Teknls Dinas Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berlta Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 7 sert D);

21. Peraturan Bupat; Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor
8 Sari D).

p
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10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknls di satu bidang ilmu
pengetahuan atau lebih,

11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatit taktor-tak.tor yang mempengaruhi ting~i
rendahnya jenjang jabatan antara lain pendldlkan, pengalaman, upaya fiSlk
dan mental yang diperlukan untuk melakukan keglatan dalam suatu jabatan.

12. Kualifikasi profesional adalah kuallfikasi, yang bersif~t kea,hl,ian yang
didasarkan pada ilmu pengetah~an yang didapatkan dan pendldlkan yan~
berkelanjutan secara sistematls yang pelaksanaan tugasnya mellputl
penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan pener~pan
konsep, teori, ilmu dan sen; unt~k peme~han masalah serta membenkan
pengajarannya dan terikat pada etika profes!

9.

7.

Palal 1
Da/amPeraturan in; yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung B tara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupat! da P

penyelenggara Pemerintah Daerah. n erangkat Daerah sebagai unsur

4. Supati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Instansl Pembina adalah Departemen/Lemb N
laksanakan b" aga on Departemen yang

me pem rnaan teknls terhadap pemangku Jabatan Fungs;onal.
6. Jabat~n Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan

fungslonal adalah kedudukan yang menunJ'ukkant ta . b
d

ugas, nggung jawa ,
wewe~an~ an hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
orparusasr yang d~lam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian
dan atau keterampi'an tertentu serta mandiri.

Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian
dan atau Ja.batan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas
yang berkattan erat satu sama lain da/am melaksanakan salah satu tugas
umum pemerintahan.

Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebaga; dasar untuk melaksanakan tugas dan
fungs; jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungs;onal kualifikasi profesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

B.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN B
JABATAN FUPATI BANDUNG BARAT TENTANG
PEMERINTAH KAUNGSIONAL 01 LlNGKUNGAN

BUPATEN BANDUNG BARAT

BASI
KETENTUAN UMUM

Menetapkan
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9.

8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakantugas dan
tungsi jabatan dalam rangkapelaksanaantugas umumpemerintahan.
Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasiprofesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dibidangkeahliannya. '

10. Jabatan Fungsional Keterampilanadalahjabatan fungsional kualifikasiteknisi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang Hmu
pengetahuan atau lebih.

11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif !aktor-f~k~oryang mempengaruhiting~i
rendahnya jenjang jabatan antara laIn pendldlk~n, pengalaman,upaya fislk
dan mental yang diperlukan untukmelakukankeglatandalamsuatujabatan.

12. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi. yang bersif~t kea.hl~anyang
didasarkan pada ilmu pengetah~an yang dldapatkan dar! pendidlkan ~an~
berkelanjutan secara sistematls yang pelaksanaan tugasnya melrputl
penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan,pengembangandan pener~pan
konsep, teori, ilmu dan seni unt~k peme~han masalah serta memberrkan
pengajarannyadan terikat pada etlka profesi.

7.

Pasal1
paiarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten BandungBarat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten BandungBarat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan P

penyelenggara Pemerintah Daerah. erangkat Daerah sebagai unsur

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga N 0
I k k blnaan taknt on epartemen yangmea sana an pem maanteknrs terhadappemangkuJabatanFungsional.

6. Jabat~n Fungsional Pegawai Nageri Sipil yang selanjutnyadisebut jabatan
fungs/onal adalah kedudukan yang me~unjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenanq dan hak seseorang Pegawal Negeri Sipil dalam suatu satuan
organl.saslyang d~lam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepadakeahlian
dan atau keterampuan tertentu sertamandiri.

Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunanjabatan fungsional keahlian
dan atau Ja.batanFungsionalKeterampilanyangmempunyaifungsidantugas
yang oerkattan erat satu sama lain dalam melaksanakansalah satu tugas
umum pemerintahan.

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BU
JABATAN FUPATI BANOUNG BARAT TENTANG
PEMERINTAH KABNUGpSIONAL 01 LINGKUNGAN

ATEN BANOUNGBARAT

Menetapkan
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Bagl8n Kesatu
Kategorl Rumpun Jabatan Fungslonal

Pasal3
, d lam rumpun jabatan fungslonal dikategorikan

Jabatan-jabatan ya~g dlhkimphul~atau jabatan fungsional keterampilan.
dalamjabatan fungslonal ea Ian a

BAS III
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibantuk jabatan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana di~aksud dalam a~~t ~1),tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupatl im.

BAB II
PEMBENTUKAN

3 Kualifikasi teknisi atau penunjan '
1 ' ketrampilan yang didasarkan pagdpr?feslOnal adalah kualifikasi yang bersifat

pendidikan kelurusn dan pelatihan ~e~~u pengetahuan yang didapatkan ,dar~
kegiatan teknis operasional berd nls yang pelaksanaan tugasnya mehputl
melatihkannnya dan terikat pada at~karkanprosedur standar operasional serta

a I a profasi.

14 Formas! adalah jumlah dan susunan k
' , I k d I pang at Pegawal Neger! Sl'pil yangdlper u an a am suatu satuan organlsas!

15, Mutasi Jabatan adalah segala perubahan labatan fungsl'onal seseorang
Pegawai Negeri Sipil,

16 Beban kerja adalah jumlah produk yang harus dih 'Ik t k' , I k P' I aSI an a au we tu yang
dlper u an seorang egawal Negeri Sipil dalam satuan org " " .. as' anlsaSIsesual mlslorganls I.

17, Angka ~redit. adala~ satuan nilai dari tiap butir kagiatan dan atau akumulasi
nilai but,r-but.,r keglat~n yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam
rangka pemoinaan kaner yang bersangkutan.

18, Tunjangan Jabata~ Fung~ional yang selaniutnya dlsebut dengan tunjangan
jabatan adalah tunianqan jabatan fungslonal yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19, Satuan Ke~a Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dan sekretariat daerah, sakretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, dan kecamatan.
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Bag;an Ketlga
Jabatan Fungslonal Ketarampllan

PasalS

() S arat iabatan fungsional keteram~ilan yaltu Pagawal Nageri Sipil yang
1 m~milikf kuallfikasi teknis operaslonal dan atau panunjang operasional

didikan serendah-rendahnyaSekolah Men~ngah U~um atau
dengan pen h KeJ'uruandan setinggi-tingglnya setlngkat Diploma IIISekolah Menenga
(0-3). . i I

(2) . . f lonal keterampilanmeliputikeglatanteknlsoperasona
Keglatan[abatan ungs an konsep atau metode operasional darl
yang berkaitan de~gan penerap
suatu bidang protest.

. k t rampilan dalam melaksanakan tugasnya terikat
(3) Jabatan ~ungslonat' e egditetapkanoleh ikatanprofeslnya.

denganetlka terten u yan

J Baglftn Keduft
ftbatftn FungalOllftl KOlJhllan

Pfttlll14
(1) syerat jabatan fungslonal kOOllllnl)

kUBlifikasl profeslonal dangen p y~:tu PogowOI NegerlSlpll yong memlllki
SorJana(S-1). . on dlkon 8erondah.rendahnyaberlJazeh

(2) Kegiatan jabatan fungslonel keahllan .
dengen penelltlan dan pengemba mellputl keglat,n yang berkaltan
dan teorl serta metoda opera8Iona~~an,p~nlngkatandan penerapankonsep
Yang mendasarl pelaksanaan t an penerapand"'plln IImupengetahuan

k t ugas dan fungal Jabatsn fungslonsl yangberseng u an.

(3) Jabatan fungslonal keahllan delam meleksenakantugaanysterlkatpsds etlka
profes!tertentu yang ditetapkan oleh lkatan profeelnya.

(4) Berd~sarkan p~nllaian t~rhadap bobot jabatan fungalonal, maka jabatan
fungslonal keahltandlbagl dalam 4 (empat)jenjangjabatsn,yaltu :
a. Jenja~g Utama, yaltu jenjang jabatan fungslonal keahllanyang tugas

funqsi utamanya berslfat stratagls naslonal yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tlngkat tertlnggl dangan kepangkatan mulal
Pembina Utama Madya (IV/d) sampaldenganPembinaUtama(IV/e);

b. Jenjang Madya, yaitu jenJangjabatan fungslonal keahllanyang tugas
fungsi utamanya berslfat strategls sektoral yang mensyaratkan
kualifikasi profasional tingkat tinggi dengankepangkatanmulaiPembina
(IV/a) sampai dengan PembinaUtamaMuda(IV/c);

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungslonal keahllan yang lugas
fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat lanjutandengankepangkatanmulaiPenata
(III/c) sampai dengan PenataTingkat I (IIlid);

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungslonalkeahllanyang ~uga~
fungsi utamanya bersitat operasional yang mensyaratkankualifikasi
protesional tingkat dasar dengankepangkatanmulalPenataMuda(III/a)
sampai dengan PenataTingkat I (1IIId).



Baglan Kesatu
bebasan sementara, pemberhentlan dan P.8ngangkatan

Pengangkatan, pem kemball dalam dan darl jabatan

Pasal7
katan pembebasan sementara, pemberhentian

(1) Supati menetapkan penbg~~~alam'dan dari jabatan tungsional berdasarkan
dan pengangkatan kern a I
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
MUTASI JABATAN

Pasal6

(1) Supati menetapkan formasi jabatan fungsional berd~S8rkan kebutuhan dan
beban kerja SKPD selaku pengguna jabatan fungslonal serta kemampuan
keuangan daerah.

(2) Tata laksana penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BABIV
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

(4) Berdasarkan penilaian bobot Jab .
keterampilan dibagi dalam 4 (emp att)~n~ung.Slonal maka jabatan tungsional

. . a jenjang jabatan yaitu :
a. JenJang Penyelra, adalah jen'a . .

tugas dan fungsi utamanya S~b~gj~batan. fu~gslonal keterampilan yang
pelaksanaan pekerjaan pejabat gtal pe~blmb~ng, pengawas, dan penitai
mensyaratkan pengetahuan da~ngSIOnal tlngkat di~awahnya yang
penunjang beberapa cabang ilmu pengalaman teknlS operaslonal
kepangkatan mulai dan Pe t (I peng~tahuan tertentu dengan
(III/d); na a II/c) sampal dengan Penata Tingkat I

b. Jenjang . Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungs;onal
ket~rampllan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat
lanJuta~ dan m~nsyaratkan pen~etahuan dan pengalaman teknis
operaslonal penunJang yang dldasan oleh suatu cabang ilmu pengetahuan
tertentu dengan kepangkatan mulai dan Penata Muda (1IIIa) sampai
dengan Penata Muda Tingkat I (1IIIb);

c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang
tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan
pengetahuan dan pengalaman teknis oprasional penunjang yang didasari
oleh suatu cabang i1mu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan mulai
dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan
Pengatur Tingkat I (1IId);

d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu
pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang
yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan
kepangkatan Pengatur Muda (II/a).



Baglan Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jab~tan fu~gsional keahl,ian atau
jabatan fungsional keterampilan mendapatkan tunjanqan jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Baglan Ketlga
Tim Penllel Angka Kredlt

Pasal10

(1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari pejabat-pejabat tungsional dan dibantu
oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan
serendah-rendahnya sama dengan pejabat tungsional yang dinilai.

(2) Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(3) Apabila pemerintah daerah belum dapat membentuk tim penilai dengan
pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai yang memenuhi
persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan
kepada tim penilai angka kredit tingkat provinsi atau intansi pembina jabatan
fungsional yang bsrsanqkutan.

Baglan Kedua
Kenalkan j8njang

Pasalg
(1) Supati menetapkan kenaikan jenjang Iabat fu' , "

pejabat fungsional yang din'l i b d an ~gslonal sesuai prestast ker:la
Kredit serta memenuhi sial er aS~rkan pertlmbangan Tim Penilai Angka

d yarat-syarat lamnya yang ditetapkan dalam peraturan
perun ang-undangan,

(2) Tata laksana penilaian angka kredit jabatan fungsional dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan,

, Palala
Perplndahan Pegawai Negeri S'IP'I

' I d ' I antar j'abat f ' ,fungslona engan Jabatan strukt I ' an, ungSlonai atau antar jabatan
persyaratan yang ditetapkan untuk maur~ dlmungklnkan sepanjang memenuhi

sing-mas'n ' b 'I g Ja atan tungslonal.

(2) Supati dapat mendelega 'k
k asa k d SI an seba '
u epa a Sekretaris 0 glan wewenangnnya atau memberikan

pembebasan sern t aerah untuk, , en ara, pemberh' menetapkan pengangkatan,
dan dan Jabatan fungsional. entlan dan pengangkatan kembali dalam
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J....I~
AS

H KABUPATENBANDUNGBARATTAHUN 2007NOMOR 16

Diundangkandi Padalarang
Padatanggal 17 ).>esember 2007

Ditetapkandi Padalarang
p 1':J lA:!sember 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Pasal15
Peraturanini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Pasal 14
Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai jabatan fungsional,
dinyatakantidak berlakudi lingkunganPemerintahKabupatenBandung Barat.

Pasal13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan,diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal12
Jenisdan jenjang jabatan fungSionalyang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sepanjang diatur olen peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

BAB VI
KETENTUANPERALIHAN

DUNGBARAT,

~L;J
, ;

~t::dIIIII.-r. A KUSWARA

p


